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PEMERINTAI KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGUAPUSAN
DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI GOWA

Menimbang a  bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan -tu_gus Pemnerintahan
dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta
peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Desa, diperivkan adanya
penatazn Wilayal, baik dengan cara pembentukan,
pemecahan,penghapusan dan/atau pengeabungan desa serte dengun cara
penctapan batas dan penataan Wilayah Desa.

b. bahwa untuk maksud tersebut  diatas, maka perlu  ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dasrah-
Daerah Tingkat T di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambuhan Lembaran Negara RI. Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomer 60, “Tambiahan
Lembaran Negara RI Nomor 3€39),

Undang-Undang Nomor 25 Tuhun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Duerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor 72, Twnbalhan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

i

Pemerintah - dan - Kewenangan  Propinsi - sebagai Ducral - Glonom,
(Lembaran Negarn RI Talun 2000 Nowor 54, Tambalian Lembaran
Negara RI Nomor 3952);

Scanned with CamScanner



S. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis
Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan  dan  bentuk Rancangan
Unding-Undang, Rancangan  Peraturan Pemerintah dan Rancangan
F.epulusan Presiden, Lembaran Negara RI Taluwn 1999 Nomor 70,

6. Perauran Menteri Dalwm Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberupa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai
petaxsanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor €3 Tahun l(.)(.)() tentang
Petunjulk  Peliksanaan — dan Penyesuanian  Peristilahan Dalam
Penveleneearaan Pemerintahan Desa dan Kelwrahan,

§  Hepunean Mentari Dalan Negent: Nomor 64 Talwm 1999 lentang,
Peddonia Unuwn Pengaturan Mengenai Desa.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang
TelnikPenyususunan dan Muatan Produk-Produk TTukum Daerah;

10, Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tenfang Dentuk
Produk-Produk Hukun Daerah ;

1. Kepotusan Menteri Dalam Negeri Nowor 24 Talun 2001 tentang
Prosedur Penyusunan Prodak Hukum Daerah;

12, Kenutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
Dengan persctujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI [ KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAIL KABUPATEN GOWA TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU
PENGGABUNGAN DESA.
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BAB 1
KIETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah adalah Kabupaten Gowes '

Pemerintit Dacral adalah Pemerinth Doerah Kabupaten Gowa

Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ; M oy

Dega adatah Kesatan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mltflk'meug.l ur dan

mengurus kepentingan nasyurakul setempat berdasurkun asal usul dan adat istiadat setempal
- =g o & . . . o pii ’ . alen *

yauig dinkui dalam sistenn Pemerintahan Nasional dan berada di dacrah Kabuputen ; 7

Pemerintalian Desa adaluly Kegiatan Pemerintalin yuang dilaksanakan oleh Pemeriutah Desa

i Badan Perwvakilan Desas

6. Pemerintal Desa udalih Kepala desa dn Peranghkut Desa ; .

7. Dusun adalah bagian wilayah dalaun desu yang merupakan linglungan kerja pelaksanazu
Pemerintalian Desa .

8§ Badan Perwakilan Desa, yang selanjulnya disebut BPD adalah Badan pelnwalulz.m.yang
rerdini dari Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang berfingsi mengayomi adat istiadat,
membuat Peraturan Desa wenamnpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta meJakukan
pengawasiut terhadap penyelenggaraw Pemerintah Desa.

PRV D

o

BAB 11
PEMBENTUKAN, PEMECAITAN, PENGITAP USAN
DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentulim Desa
Pasal 2

‘Tujnan -pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampizn penyelenggaaan pemerintafian
Desi weearn berdaya guua dan bechasil g, dan pebayanaun tecliaaclap wasyarakat sesual dengiun

tingkat perkembangan kenagyuin pemilangurn.

Bagian IKedua

Faltor-faktor Pembentuwkan Desa

Pasal 3

Pembentukan Desa vang diarfikan sebugaipembentukan Desa baru sebagal akibal pemecahan,

penggabungan dan/atau penataan harus memenuhi faktc r-faktor sebagai berikut :

a. Faktor pendudul yaitu jumlah penduduk bagi terbentulmya suatu dosa sedikit-dikitmya 1.500
Jiwa alan 300 Kepala Keluarga

L. Fiktor luas Wilayah yuitu luas Wilayah yang terjangkau secura berdaya guna dan berhasil

guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaun masyarakat minimal 2,5 Km2 ;

Scanned with CamScanner



o

Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki jaringaui perlubungan atau komunikast antar

Dustm-Dustn vimg [21akinya memunekinkan terpenubinya Laklor lias Wilayal lerselmt

Faddor prasarsu dan sacai yaiu fersedizurys atau kemungkinan tersedianya prasarana dan

sarana perhubungan, peasaran, sosial, produksi, prasawrana dan sarana Pemerintahan Desa

Faktor sogial budaya yaitu suasana yaig memberikan kemungkinan adanya kerukunan hicdup

beragama dan kerukunan hidup bermasya akat dalan hubungannya dengan adal istindat ;

Dalam pembentukan Desa perly mempedemani Pola Tala Desa yang menungkinkan
‘Tata

kelancaran perkembungan yang selaras dan gesuai dengan ‘Tala Pemerintahan Desa,

Masvarakat dan Tata Ruang Fisik Desa guna mempertabankan kescimbangan lingkungan

vang lestari.
Bagian etipa

Nauma, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasul 4.

Dalam pembentukan Desa haras menyebutkan Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas

Desa dan Jumlal Dusun yang telah dibentuk.

)

—
Lea
—

()

(5)

BAB 11
MERKANISME PEMBENTUKAN, PEECAILAN,
PENGIIAPUSANDAN ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 5

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikun asal usul Desa <dan
persyaratan yang ditentukan sesuai - dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat setempat
atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetuyjuan BPD sampin penelapannya dengan
Keputusan Bupati setelali mendapat I’et'setlljllzul DPRD ; .
Petnbenukan Desa lewus dimusyawarakan/dimufakatkan terlebib dahulu dengan BPD
dengan memperhatilkan syarat-syarat erbentuknys suatu Desa yang hasiluya ditnangkan
dalam Peranwran Desa

Pentbentukan Desa  welalui pemecahan,penggabungan, dan atay penataan  Desa
ditetapkans dengan Keputusan Bupati alas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD ;

Desa Persiapan untuk dapat ditingkatkan menjudi Desa Definitif, harus memenuhi syarat-
syaral terbentuknya Desa sebagaimana diatur dalam pagal 3 Peraturan Daerah mi

Mekanisme pelaksanaan Pembentkan, Pemecahan, Peughapusan dan Penggabungan Desa

diletuphkan dengan Keputuwsan Bupati.
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BAB 1V

SUSUNAN ORGANISASTDAN SUSUNAN PEMERINTAITIAN
SERTA KEDUDUKAN BADAN PERWAKILAN DESA PERSTAPAN

Pagal 6

(1) Susunan organisasi Desa persiapan bersifat seinentara ;
(2) Susunan struktur Pemerintahun Desa Persiapan bersilat sementara |

(3) Kedudukan Badan Perwakilan Desa Pergiapan Lerada pada Desa Tnduk ;

' BAB V

PENGANGIKATAN APARAT
PEAMERINTATIAN DESA PERSTAPAN

1 . e
1 u'-"d, g

vi enmmmisn fepait resa ersigan pveblui rapat Badion Perwadalan Desa Induk
(2) Uil vapat BRD tersebu dikivim kepuda Bupati untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa
Persiapan dengan Sural Kepulusio Bupati ;

(3) Statns Apaat Pemerintahion Desa bersifat sementivy g

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR
KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 8

(1) Kepala  Desa  Persiapan bertugas membantu Kepala Desa Induk dalam menjalankan

Pemerintahan, Pembangnnan dan Kehidupan Sosial Kemasyaakatan yang ada dalam

Wilayahnya ;

(2) Dalam wmelaksanakan tugasnya Kepala Desa Persiepan harus selalu berkoordinasi
dengan Kepala Desa Induk;

(3) Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Induk ;
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BAB VII
PENGIAPUSAN DAN/ATAU PENGGABUNGAN DESA

Pasal 9

(1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuli syarat sebagaimana
dimaksnd dalam Pagal 3, dinamgkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan ;

(2) Penggabungan dan / atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal
i,  harus tlimusyawm'u]d{:UL’dimufuk:dk:ut terlebill  dahulu  dengan I3PD  dengan
memperhatikan kondisi dan giluasi desa ;

(3)  Usnl penggabingan davatan  penghapusan desa sebugaimana dimaksud dalam ayal (2)
wenl oi, disampaikan Kepala Desa atas persclujuan BPD kepada Bupati untul
penelapannnya;

(4)  Penatipan penggabungan dan / atau penghapusa Desa dimaksud  ditetapkan dengan

Surat Keputusan Bupati atas persetujnan DPRD |

Pusal 10

Di Desa dibentuk Pemerintal Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Penerintabian

Dexa

Pasal 1!

(1) Pemerintali Desa tevdirn atas Kepala Desa da Perangleat Desa |
(2)  Kepala Desa dipilil langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat |
(1) Parngkat Desu sebagaian dimaksud daliun ayat (1) pasal ini terdiri dari ;
. Unsar Staf yaitu unsur pelayaman seperti sekretars Desa atau Tuta Usaha
b.  Unsur Pelaksana vaitu unsur peluksana reknis di lapangan, urusan ek.um\mi dan
pembangunan, pemerintahan dan urusan kenagyivakatan,
¢.  Unsur Wilayali yaitu unsur pembantu Kepala Desa dengan sebutan Kepala Dusun atau

nama [ain yang disepakali di Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacraly ini sepunjang mengenai f-kais

pelaksamaannva dizatur lebib Banjnt dengan Keputusan Kepala Dacrah,
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Posal 1

P pstiras §seradt i mslad bet lakan tnggal diUncanglan.

Al selta iy dapid e ladinyi, aetnersntadikan pengundangan Peraturan Dacrah o

dengin pencmpatannia deabaune Lombaran Daerah Rabupaten Ciowa,

Di sallean di - Sungguminasy
P

Pacda tanggal 31 Desember 2001

BUPATI GOWA,
CAP/TTD

1. SYA[IRUL YASIN LIMPO, SELMCSi

Diundangkan i Sungguininis
Pada timggal, 2 Januard 002

SERRETARISPDAERALL
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4\',\!!“1’,\'1'1‘:%5 GOWA

R

DRS. H. A. SULHAM HASAN, Msi
PANGKAT :PCMBINA UTAMA MADYA

NIP 1580008417

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2001 NOMOR 33
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